KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLIKARA

S  Alamat : JI. kotabaru - Kabupaten Tolikara

Telp. —- fax. -
_’f

SURAT PESANAN

TANDA BUKTI PERJANJIAN
PENGADAAN KELENGKAPAN TPS
SURAT PESANAN (SP) PEMILIHAN KEPALA  DAERAH
TAHUN 2024
NOMOR : 373/PP.09-PKS/9504/1/2024
TANGGAL : 25 OKTOBER 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini :
BEATRIX IBO
Sekretaris
J1.Kotabaru Karubaga& - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian:

MUHAMMAD ANAS

Wakil Direktur CV. Makassar Printing

J1. Adipura No. 45 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Penyedia:

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET 505-P2410-10684644

Tanggal
Nama Produk Kuantitas Mote | Margs | e Pengiriman Total Harga
Uang Satuan Kirim
Produk
4294401003-505-
179894110 Rp Rp 7 November Rp
27080 |IOR 19.500,00 0,00 2024 52.806.000,00
ALAT UNTUK
MENCOBLOS PILIHAN
89122-505-179918935
33173.0 IDR Rp Rp 7 November Rp
9.500,00 0,00 2024 315.143.500,00

TANDA PENGENAL



Nama Produk

3480099005-505-
179923793

KARET PENGIKAT SURAT
s o S
3542001999-505-
179933290

LEM/PEREKAT

3641004000-505-
179984656

KANTONG PLASTIK
SELONGSONG UNTUK
FORMULIR PLANO PER
JENIS PEMILU
3641004000-505-
179989146

KANTONG PLASTIK
BESAR

3641004000-505-
179992143

KANTONG PLASTIK
SEDANG

3641004000-505-
179999781

KANTONG PLASTIK
KECIL

3641004000-505-
180002985

KANTONG PLASTIK
ZIPLOCK

3891102001-505-
180009906

BALLPOINT

3891102003-505-
180013990

SPIDOL KECIL

37500.0

1269.0

1354.0

2708.0

677.0

12031.0

1354.0

6197.0

4837.0

Mata  Harga
Uang Satuan
IDR  Rp45,00
Rp
b 6.450,00
IDR | Rp 445,00
Rp
PR ' 10.500,00
Rp
R i
et 4.050,00
IDR  Rp 130,00
e
R 1.650,00
Rp
IR 4.550,00
{ Rp
e 2.500,00

Harga
Kirim

Rp
0,00

Rp

0,00

Rp

Rp
0,00

Rp

0,00

Rp

0,00

Rp
0,00

Rp

0,00

Rp

0,00

Tanggal
Pengiriman
Produk

7 November
2024

7 November
2024

7 November
2024

7 November
2024

7 November
2024

7 November
2024

7 November
2024

7 November
2024

‘7 November
12024

Total Harga

Rp
1.687.500,00

Rp
8.185.050,00

Rp 602.530,00

Rp
28.434.000,00

Rp
2.741.850,00

Rp 264.030,00

Rp
2.234.100,00

Rp
28.196.350,00

Rp
12.092.500,00



Tanggal
Mata  Harga Harga 882

IH
Nama Produk Kuantitas Uang Satuan | Kirim | Pengiriman  TotalHarga
Produk
89122-505-180022178 -
Rp Rp 7 November Rp

LABEL IDENTITAS e L 1.750,00 0,00 2024 4.739.000,00
KOTAK SUARA UNTUK -
SETIAP JENIS PEMILU

TERBILANG : Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat
Ratus Sepuluh Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hakdan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama;

¢. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:



e.

menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang
dipesan;
mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barangrusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada);
Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:

b.

C.

melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di
dalam SP ini; dan

memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (05/November/2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

JI. Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 15 November 2024

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.



6. Harga

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat
menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (lima) hari kerja

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan
purna jual.

Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

b.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi
barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa
yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor),
pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. PerubahanSP

a.

b.

SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal  pengiriman barang atas  permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.



10. Peristiwa Kompensasi

Peristiva Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang
dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah
serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang
diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan transfer rekening dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.



c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyediadikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (tiga) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal
dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;

2. denda;dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. TataCara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/lasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau



e ———————

16.

17

18.

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP
secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau
Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana pemutusan sp secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga
sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP
menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan
yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya sclama atau
setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara



musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi
atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan
Umum
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Untuk dan atas nama Penyedia
Tanda Bukti Perjanjian
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ADDENDUM

SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)

Nomor : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024
Tanggal : 24 November 2024

PEKERJAAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Untuk :
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

antara
PPK KPU KABUPATEN TOLIKARA
dengan
CV. MAKASSAR PRINTING

KPU - 2024
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BAB |
ADDENDUM

SURAT PERJANJIAN

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

Nomor: 380/PP.09-PKS/9504/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di Wamena pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

- BEATRIX IBO selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, berkedudukan di Jalan Sosial, Wamena Kab
Jayawijaya selanjutnya disebut “PPK” dengan

- MUHAMMAD ANAS selaku Wakil Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV.
Makassar Printing, dengan ijin usaha industri nomor 0220001330173 yang berkedudukan
di JL. ADIPURA NO. 45 , Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makasar, Prov.
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut “Penyedia”

MENGINGAT BAHWA:

Berdasarkan Penayangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara
pada laman e-katalog.lkpp.go.id PPK telah melakukan pemesanan dan telah mendapat respon dari
penyedia, sehubungan dengan hal tersebut PPK meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa
Pengadaan tersebut diatas sebagaimana diterangkan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-
Syarat Khusus Kontrak dalam Kontrak selanjutnya disebut Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemiihan kepala Daerah Tahun 2024 Melalui
Katalog Elektronik Nasional.

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan
Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah™ Tahun 2024 sesuai dengan Kontrak
ini;

(a) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini,
dan mengikat pihak yang diwakili;

(b) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
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1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan dan
kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal
sebagai berikut:

1

Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
diperoleh berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dari sebanyak yang tercantum dalam
surat pesanan Perlengkapan Pemungutan Suara yang tercantum didalam Surat Pesanan
adalah sebesar Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima
Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) sudah termasuk pajak, dengan waktu
pelaksanaan pekerjaan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) harikalender sejak Surat Pesanan
ditandatangani oleh PPK E-Purchasing dan Penyedia sampaidengan Berita Acara Serah
Terima dengan jenis “kontrak harga satuan”;

Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak ini meliputi Jasa Produksi/Percetakan, pendistribusian
sampai dengan KPU Kabupaten/Kota, pemenuhan kekurangan dan layanan pemesanan
ulang apabila terdapat kerusakan dalam penyimpanan dan kekurangan dikarenakan
perubahan jumlah kebutuhan, layanan pemesanan ulang akan dituangkan dalam
amandemen kotrak termasuk kesepakatan jadwal pelaksanaannya dan tetap harus
memenuhi jadwal nasional tahapan PILKADA 2024;

Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud point 1 dan 2 diatas dilaksanakan sejak
tanggal yang tercantum dalam Surat Pesanan ditandatangani oleh PPK dengan jangka
waktu 21 (dua puluh Satu) hari kalender;

Masa berlakunya kontrak sejak tanda tangan Surat Pesanan sampai terpenuhinya semua hak
dan kewajiban kedua belah pihak, peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki
arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak ini;

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kontrak ini:

adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

. surat perjanjian;

syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;

daftar kuantitas dan harga; dan

dokumen lainnya seperti: Surat Pesanan.

~mon oW

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen
yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi
berdasarkan urutan hierarki pada angka 5 di atas;
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7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang
meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan mengendalikan serta memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan leh
Penyedia;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh Penyedia;

3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang
telah ditetapkan kepada penyedia; dan

4) mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

5) membayar uang muka (apabila diberikan);

6) memberikan instruksi sesuai jadwal; dan

7) mengembalikan kerugian dan atau membayar denda/ganti rugi jika terjadi
kesalahan yang disebabkan oleh PPK, setelah dilakukan audit.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh
tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,
alat angkut, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang
dirinci dalam Kontrak;

4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PPK;

5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;

6) bersedia menyediakan produk logistik dengan harga tetap untuk kebutuhan
logistik jika terjadi pemillu putaran ke Il yang pelaksanaan akan ditetapkan dan
dituangkan amandemen surat perjanjian/kontrak;

7) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam Kontrak;

8) tidak melakukan hal-hal yang dianggap sengaja menggagalkan pemungutan
suara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait
Pemilihan Umum;
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9) bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap konsekuensi hukum dan
kerugian yang ditimbulkan;dan

10) bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu, jumlah, volume dan mutu/
kualitas terhadap pekerjaan yg ditetapkan dim kontrak.

8. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak ditandatangani dan mulai pelaksanaan pekerjaan
sejak surat perjanjian ini ditandatangani oleh PPK serta jadwal pelaksanaan pekerjaan
sesuai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada
tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama

KOMISI PEMILIHAN UMUM CV. MAKASSAR PRINTING
UPATEN TOLIKARA Wal_(_i_l Direktur

u A
METERAL
: EATRI . MUHAMMAD ANAS
NIP. 19800425 201012 2 002
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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
Melalui Katalog Elektronik Nasional
Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA

A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK :

Nama - KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB TOLIKARA
Alamat : Jalan Kotabaru Karubaga

Telepon -

Website -

Faksimili i-

e-mail : kpukabupatentolikara@gmail.com

Penyedia:

Nama : CV. MAKASSAR PRINTING

Alamat . JL. ADIPURA NO. 45 , Kel. Karuwisi Utara, Kec.
Panakkukang, Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan
Telepon : 0813-4250-4448

Website :-

Faksimili i-

e-mail : makassar.printing.mks@gmail.com

B. Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Pihak
Untuk PPK : BEATRIX IBO
Untuk Penyedia Jasa : MUHAMMAD ANAS
Pengawas Pekerjaan : Sebagai wakil sah PPK akan ditentukan kemudian
apabila diperlukan
C. Jadwal Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 21 (dua puluh
Pelaksanaan satu) hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani.
Pekerjaan
D. Pedoman Pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen didalam dan diluar paket
Pengepakan dan  serta pengiriman mengacu pada Spesifikasi Teknis.
Pengiriman
E. Pengiriman 1. Penyedia dalam melaksanakan pengiriman wajib memberikan update

informasi kepada Pihak KPU Kabupaten Tolikara.




F. Peristiwa
Kompensasi

G. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK

H. Kepemilikan
Dokumen

.  Pembayaran
Tagihan

). Penyelesaian
Perselisihan

K. Jenis Kontrak

L.  Masa Berlaku
Kontrak

M. Pencairan

Jaminan
Pelaksanaan
N. Fasilitas
0. Sumber
Pembiayaan

P. Pembayaran
Uang Muka

Q. Pembayaran

2. Tempat Tujuan Pengiriman KPU Kabupaten TOLIKARA.

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa
Kompensasi adalah ditetapkan oleh PPK (apabila ada).

1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Tindakan dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang
dihasilkan dari Jasa Pengadaan dan Distribusi Pengadaan Perlengkapan
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Katalog
Elektronik Nasional ini dengan persetujuan PPK.

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk
pembayaran tagihan adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisinkan dinyatakan lengkap
dan diterima oleh PPK

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat

diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian
perselisihan tersebut di bawah ini sebagai Pemutus Sengketa:

LKPP
Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Harga Satuan.

Kontrak mulai berlaku sejak tanda tangan Kontrak sampai dengan terpenuhinya
hak dan kewajiban para pihak.

Tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.

PPK memberikan fasilitas seperti surat pengantar, surat keterangan, dan surat
sejenisnya, pemanfaatan applikasi SILOG KPU-RI.

DIPA KPU Tahun Anggaran 2024.

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional ini tidak
diberikan uang muka.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus.




R. Denda

S. Sanksi

T. Pemberian
Kesempatan Bagi
Penyedia
Menyelesaikan
Pekerjaan
Malampai Masa
Pelaksanaan
Kontrak.

U. Pengurangan
Lingkup Pekerjaan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran
prestasi pekerjaan: sesuai dengan persyaratan perundang-undangan keuangan
yang berlaku, disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai dengan KPU
Kabupaten/Kota, Kwitansi dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan cara transfer
melalui :

Bank : BNI

Nama : CV. MAKASSAR PRINTING
Nomor Rekening : 1946880888

NPWP :  75.172.957.5-805.000

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan
adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum
diserahterimakan (sisa pekerjaan sesuai DKH yang belum diserahkan di lokasi
penyerahan akhir sesuai kontrak).

Pelanggaran terhadap ketentuan SSUK Klausul 9 tentang Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam
daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun.

Mengingat penyelesaian kontrak logistik Pilkada 2024 harus menyesuaikan
dengan jadwal tahapan Pilkada 2024 yang telah ditetapkan sebagai agenda
nasional dan menyimpang dari ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 56
ayat (1) s.d (3) maka PPK dan Penyedia sepakat tidak memberlakukan ketentuan
pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
setelah masa kontrak berakhir.

Dalam hal terjadi keterlambatan prestasi hasil pelaksanaan kontrak dan menurut
perhitungan teknis berdasarkan kinerja penyedia PPK berpendapat bahwa
penyedia tidak akan dapat menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan sampai
akhir masa pelaksanaan kontrak yang disampaikan secara tertulis kepada
penyedia, maka PPK dan Penyedia sepakat untuk segera membuat amandemen
kontrak untuk mengurangi volume logistik Pilkada dalam DKH menjadi volume
yang pasti dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai masa pelaksanaan kontrak.

Pekerjaan pengadaan logistik PILKADA 2024 hasil pengurangan volume DKH
sesuai klausul T ini dilaksanakan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan melakukan
pemesanan kembali melalui e_katalog 2024 kepada penyedia lain yang dinilai
mampu melaksanakan pekerjaan dan dapat menyelesaikannya tidak melampaui
batas akhir pelaksanaan kontrak semula, sebagai pekerjaan tambah atas kontrak
paket lain yang sedang dilaksanakan.
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui

Katalog Elektronik Nasional

Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA

1) KETENTUAN UMUM

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus
mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1

12

13

14

15

16

1.7

1.8

1.9

Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Dalam hal ini
yang dimaksud barang adalah «Jenis» Pemilihan kepala Daerah Tahun
2024.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum,
dalam hal ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA, dalam hal ini adalah Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran
belanja daerah.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi
lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia Barang/lasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan Kontrak.

Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja
dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan
sebagian pekerjaan (subkontrak).

Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk
konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Kontrak e-Purchasing yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian atau
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan
mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat




2

Penerapan

1.10

111

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

117

1.18

119

1.20

121

1.22

Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari
kontrak.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
Hari adalah hari kalender.

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar
kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan rekapitulasi dari Surat Pemesanan Katalog Elektronik.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang
terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang
ditetapkan dalam Katalog Elektronik Nasional dan Kontrak Payung Katalog
Elektronik Nasional.

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu
per satu satuan tertentu.

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan
dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan
tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yangdimiliki
penawar.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap
pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

Personil adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya
dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi
pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan
pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang
pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih
dahulu oleh PPK.

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak
tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan setelahterpenuhinya
semua hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan
pada Surat Perjanjian.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan
pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang
yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman
barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang
digunakan.

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan barang ini tetapi tidak
dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontraklain
yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
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5.

6.

Bahasa dan
Hukum

Larangan
Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan

Asal Material/
Bahan (apabila
diperlukan)

Korespondensi

3.1 Bahasa kontrak dan Bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.

3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan
dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.

3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang
untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan
tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau
patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen
dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan
pelaksanaan Kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua
anggota Kemitraan) dan subpenyedianya (jika ada) tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-
larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai
berikut:

a. Pemutusan Kontrak; dan
b. Dimasukan dalam daftar hitam.

4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA
dan Kepala LKPP.

45 PPKyang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme danpenipuan
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari
rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Penyedia harus menyampaikan asal bahan baku yang digunakan untuk
memproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi,
perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia
(produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa
barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri
(impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran
TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi
Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian
dari Penawaran Penyedia.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini
harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah
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7. Wakil Sah Para

Pihak

8. Perpajakan

9. Pengalihan

dan/atau
Subkontrak

10. Pengabaian

diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para
Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau
faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untukdilakukan,
dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk
dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
katau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang
disebutkan dalam SSKK.

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan
berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap
telah termasuk dalam nilai Kontrak.

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan
maupun akibat lainnya.

9.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan
utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

9.2 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan dilarang
mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan apabila pekerjaan
tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak
diijinkan untuk disubkontrakan.

9.4 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada
penyedia spesialis.

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah
mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan.

9.6 lika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu
Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi
pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat
mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah
Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap

personel dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan
oleh personel dan subpenyedianya.
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